RANCANGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR …. TAHUN ....

TENTANG

PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

	Menimbang :
	a. bahwa tanah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia, merupakan sumber daya alam yang terbatas dan merupakan kebutuhan dasar manusia, yang mempunyai nilai perekat bangsa, ekonomi, sosial, budaya, religius serta ekologis, yang harus digunakan untuk mewujudkan keadilan dalam pemilikan dan penguasaan tanah dalam rangka mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat;

	
	b. bahwa atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat; 

	
	c. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu serta untuk melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, diperlukan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dan percepatan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, dalam mengelola sumber daya agraria untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 

	
	d. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang agraria/pertanahan dalam pokok-pokoknya perlu dilengkapi, disempurnakan   untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta mewujudkan kepastian hukum dan sejalan dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;

	
	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,  huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertanahan; 

	Mengingat :
	1. Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

	
	2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;

	
	3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);


Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pertanahan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pendaftaran, penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaan tanah, perbuatan dan peristiwa hukum mengenai tanah termasuk ruang di atas dan di bawah tanah, serta urusan pemerintahan yang terkait dengan perumusan kebijakan, perencanaan, pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian mengenai tanah.
2. Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan  permukaan bumi.
3. Tanah Negara adalah Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan/atau tidak dilekati dengan sesuatu hak atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
4. Tanah Ulayat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat  yang menurut kenyataannya masih ada.

5. Hak Menguasai dari Negara adalah kewenangan negara sebagai organisasi kekuasaan yang mewakili bangsa Indonesia untuk  merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan yang digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
7. Hak Pengelolaan adalah Hak Menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya.
8. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut Hak Milik Sarusun adalah hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
9. Hak Ulayat adalah hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.

10. Hak Atas Tanah adalah hak yang timbul dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan Tanah, ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara Tanah, ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah.
11. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia.
13. Tanah Obyek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat TORA adalah Tanah yang dikuasai oleh negara untuk didistribusikan atau diredistribusikan dalam rangka Reforma Agraria.
14. Sistem Informasi Pertanahan, Kawasan, dan Wilayah Terpadu adalah sistem informasi yang menghimpun secara daring basis-data batas hak, batas perizinan, batas kawasan, dan batas wilayah serta batas administrasi wilayah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
15. Pengadilan Pertanahan adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perkara Pertanahan.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah pusat yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pertanahan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
17. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik Sarusun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

20. Kementerian adalah kementerian/badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/Pertanahan dan penataan ruang.
21. Menteri adalah Menteri/Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/Pertanahan dan penataan ruang.
Pasal 2

Undang-Undang ini dilaksanakan berdasarkan asas:

a. kebangsaan;

b. kenasionalan;

c. pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

d. fungsi sosial, ekologis, ekonomi yang berkeadilan, dan kemanfaatan Tanah secara optimal;

e. kepastian hukum, keadilan dan pemanfaatan Tanah;

f. keanekaragaman dalam kesatuan hukum;

g. perencanaan dalam penggunaan Tanah; dan

h. asas umum pemerintahan yang baik.

BAB II
HUBUNGAN BANGSA, NEGARA, KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, DAN ORANG DENGAN TANAH

Bagian Kesatu

Hubungan Bangsa, Negara dengan Tanah
Pasal 3
(1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

(2)
Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat abadi.
Pasal 4
(1) Negara menyelenggarakan hak menguasai dari negara yang memberikan kewenangan untuk merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan atas Tanah, ruang, kawasan, dan wilayah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Hubungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan Tanah

Pasal 5
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di wilayahnya yang masih berlangsung dan sepanjang masih ada sesuai dengan kriteria tertentu. 
(2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur adanya:

a. masyarakat dan lembaga Hukum Adat;

b. wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;

c. hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan
d. kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.

(3) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat:

a. secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;

b. sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan

c. sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(4) Bentuk pengakuan dan perlindungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di wilayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan peraturan daerah.
(5) 
Penetapan Hak Ulayat masyarakat hukum adat atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang wilayahnya terletak di satu wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
(6) 
Penetapan Hak Ulayat masyarakat hukum adat atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang wilayahnya terletak lintas wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.
(7) 
Sebelum penetapan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) rancangan peraturan daerah disampaikan melalui gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk memperoleh evaluasi.
 (8) Kewenangan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6
Keberadaan Tanah Ulayat Kesatuan  Masyarakat Hukum Adat yang masih ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diukur dan selanjutnya dipetakan  dalam peta dasar Pendaftaran Tanah serta mencatatnya dalam daftar Tanah, untuk kawasan yang bukan merupakan kawasan hutan. 
Pasal 7
(1) Pemberian Hak Atas Tanah kepada perorangan atau badan hukum di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dilakukan setelah memperoleh pelepasan menjadi Tanah Negara dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan tata cara hukum adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.

(2) Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk hutan konservasi atau hutan lindung.
Pasal 8
Hak Atas Tanah yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib didaftarkan pada Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hubungan Hukum antara Orang dengan Tanah

Pasal 9
(1) Dalam rangka ketertiban dan kepastian hukum atas Tanah, Pemerintah menetapkan Hak Atas Tanah.

(2) Hak Atas Tanah yang terjadi melalui penetapan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Hak Atas Tanah berdasarkan keputusan pemberian hak oleh Pemerintah yang berasal dari Tanah Negara, Tanah Hak Milik, dan Tanah Hak Pengelolaan.
(3) Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk sumber daya alam, serta ruang permukaan bumi di dasar laut dan Tanah di bawahnya yang diatur dengan undang-undang.

(4) Dalam rangka Pendaftaran Tanah pertama kali bagi pemilik perorangan untuk kegiatan program pemerintah, beban bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan pajak penghasilan, dapat dikenai pajak terhutang, dan dikenai penerimaan negara bukan pajak atau pembebasan pajak, dan penerimaan negara bukan pajak. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak terhutang, pembebasan bea perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan, pajak penghasilan, dan penerimaan negara bukan pajak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
(1) Semua Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menimbulkan hak, batasan dan kewajiban.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menguasai, memiliki, menggunakan, atau memanfaatkan Tanah.
(3) Batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. 
sesuai dengan rencana tata ruang; dan

b. 
batas kedalaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. menjaga batas tanahnya, memelihara kemampuan fisik dan kelestarian Tanah, serta tidak menelantarkan tanahnya, dan tidak menutup akses  warga masyarakat terhadap pihak lain untuk melewati bagian dari bidang Hak Atas Tanah;
b. tidak menutup akses warga masyarakat untuk melewati bagian dari bidang Hak Atas Tanah dikecualikan jika berkaitan dengan aspek keselamatan, pertahanan, dan keamanan;
c. tidak menghalangi petugas dan/atau aparatur penegak hukum yang melaksanakan tugas pada bidang Tanah miliknya;  dan

d. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam keputusan penetapan haknya. 
BAB III

HAK ATAS TANAH DAN HAK PENGELOLAAN
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 11
(1) Penguasaan dan pemilikan Tanah tidak mencakup penguasaan dan pemilikan atas bangunan, tanaman, dan benda lain yang berkaitan dengan Tanah di atas dan/atau di bawahnya.

(2) Penguasaan dan pemilikan Tanah dapat mencakup juga bangunan, tanaman, dan benda lain yang berkaitan dengan Tanah di atas dan/atau di bawahnya, jika:

a. secara fisik antara Tanah dengan bangunan, tanaman, dan benda dimaksud menjadi satu kesatuan; dan/atau

b. Tanah, bangunan, tanaman, dan benda dimaksud dipunyai oleh pemegang hak yang sama. 

(3) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diberikan Hak Atas Tanah pada ruang di atas Tanah dan/atau ruang di bawah Tanah sesuai rencana tata ruang.
(4) Pengaturan hak atas tanah, Hak Pengelolaan, dan penataan ruang dapat dikenakan kebijakan insentif dan disinsentif.
(5) Ketentuan mengenai pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 12
(1) Setiap peruntukan dan penggunaan Hak Atas Tanah  harus menyesuaikan dengan rencana tata ruang.

(2) Setiap orang dilarang mendaftarkan tanahnya dengan menggunakan nama orang lain yang bukan pemiliknya.

(3) Dalam hal setiap orang yang terbukti mendaftarkan Tanah dengan menggunakan nama orang lain yang bukan pemiliknya dan tidak mengalihkan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang/pihak lain, wajib mengalihkan tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak perbuatannya diketahui atau terbukti.
(4) Dalam hal setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Hak Atas Tanah tidak dialihkan, maka dikenai sanksi administratif berupa pembatalan hak atas tanahnya.
(5) Setiap orang dilarang menggunakan dan memanfaatkan Tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

(6) Dalam rangka menjamin kepastian hukum, setiap penguasaan dan pemilikan Tanah oleh Pemerintah diberikan dengan sesuatu Hak Atas Tanah dan diterbitkan sertipikat tanda bukti Hak Atas Tanah.

(7) Jangka waktu berlakunya Hak Atas Tanah ditetapkan berdasarkan sifat dan tujuan serta peruntukan dan penggunaan Tanah secara optimal sesuai dengan keputusan pemberian Hak Atas Tanah.

Pasal 13
(1) Pemerintah menentukan batas maksimum penguasaan dan pemilikan Tanah oleh orang, baik orang perorangan, badan hukum maupun gabungan beberapa badan hukum yang berada dalam satu pengendalian, baik Tanah pertanian maupun Tanah non-pertanian.

(2) Pembatasan penguasaan atau pemilikan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan, dengan memperhatikan:

a. skala ekonomi;

b. partisipasi masyarakat yang lebih luas; dan

c. kepentingan strategis nasional.

(3) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan luas yang dapat menjamin pemerataan penguasaan dan pemilikan Tanah dengan mendasarkan pada jumlah penduduk, luas daerah, ketersediaan kawasan budidaya di setiap kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal penguasaan dan pemilikan Tanah melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang Hak Atas Tanah dikenakan pajak, bea perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan, dan/atau penerimaan negara bukan pajak yang lebih tinggi atas perolehan kelebihan Tanah dimaksud.
(5) Pemegang Hak Atas Tanah yang tidak melepaskan Tanah kelebihan maksimum dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai sanksi berupa pembatalan hak atas tanahnya.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14
(1) Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, setiap Tanah pertanian yang telah ditetapkan sebagai Tanah pertanian pangan berkelanjutan wajib dipertahankan keberadaan dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tanah pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Kementerian.

(3) Dalam rangka mendukung perlindungan Tanah pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan Tanah pertanian pangan berkelanjutan.

(4) Tanah pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diintegrasikan dalam rencana tata ruang. 

(5) Setiap alih fungsi Tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperoleh izin dari Menteri sesuai dengan syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

(6) Untuk pengendalian alih fungsi Tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri dapat memberikan insentif dan disinsentif.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persetujuan alih fungsi Tanah pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Presiden.
Pasal 15
Setiap orang dilarang menguasai dan memanfaatkan Hak Atas Tanah yang bertujuan spekulatif dan merugikan masyarakat.
Pasal 16
(1) Penggunaan dan pemanfaatan Tanah dapat dilakukan sendiri oleh pemegang Hak Atas Tanah atau dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi, badan usaha, atau usaha kemitraan lainnya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum. 
Bagian Kedua

Jenis Hak Atas Tanah

Pasal 17
Hak Atas Tanah terdiri atas:

a. Hak Milik;

b. Hak Guna Usaha;

c. Hak Guna Bangunan; dan

d. Hak Pakai.

Paragraf 1

Hak Milik

Pasal 18
(1) Hak Milik tidak dibatasi jangka waktunya dan dapat menjadi induk dari Hak Atas Tanah lain.

(2) Hak Milik dapat diberikan di atasnya dengan Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai dengan jangka waktu.

(3) Pemberian Hak Atas Tanah di atas Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan akta pemberian Hak Atas Tanah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian Hak Atas Tanah di atas Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 19
(1) Hak Milik hanya dapat dipunyai oleh:

a. warga negara Indonesia; dan 

b. badan hukum tertentu.

(2) Badan hukum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 

a. bank yang didirikan oleh Negara; 

b. koperasi; 

c. badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri, setelah mendapat rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan; dan

d. badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(3) Badan hukum tertentu yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib mengajukan permohonan perubahan Hak Milik menjadi Hak Atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan Badan Hukum tertentu tidak mengajukan permohonan perubahan hak, Hak Miliknya hapus dan tanahnya dikuasai langsung oleh negara serta pengaturan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah selanjutnya menjadi kewenangan Menteri.
Pasal 20
(1) Hak Milik terjadi karena:

a. undang-undang;

b. penetapan Pemerintah; dan

c. ketentuan hukum adat. 

(2) Hak Milik yang terjadi karena undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui konversi, berlaku terhadap Tanah bekas Hak Milik adat yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960  tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
(3) Hak Milik yang terjadi karena penetapan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui keputusan pemberian hak, berlaku terhadap Tanah yang dikuasai langsung oleh negara atas dasar permohonan Hak Atas Tanah.

(4) Tanah Bekas Milik adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui penegasan atau pengakuan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian Hak Milik diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 21
(1) Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), serta dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.
(2) Peralihan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui  jual beli, penukaran, penghibahan, penyertaan modal, pemberian dengan wasiat, pewarisan, pemberian menurut hukum adat, dan perbuatan lain yang dimaksudkan sebagai pemindahan Hak Atas Tanah.

Pasal 22
(1) Hak Milik yang tidak dikuasai, digunakan dan dimanfaatkan oleh pemegang haknya, dan dimanfaatkan oleh pihak lain secara itikad baik mengakibatkan Hak Milik hapus dan tanahnya menjadi Tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
(2) Pihak yang menguasai Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan hak atas tanah.

(3) Pemberian hak kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat pemanfaatan Tanah telah berlangsung paling sedikit 20 (dua puluh) tahun.

(4) Hak Milik yang telah menjadi kekayaan Negara/milik Negara yang telah tercatat dalam laporan keuangan pemerintah pusat, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
Paragraf 2

Hak Guna Usaha

Pasal 23
(1) Hak Guna Usaha diberikan untuk kegiatan usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pergaraman.
(2) Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan pemberian hak di atas Tanah Negara, Hak Pengelolaan, atau Hak Milik.
Pasal 24
(1) Hak Guna Usaha dapat diberikan kepada:

a. warga negara Indonesia; dan

b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

(2) Dalam hal pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan menjadi warga negara asing, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak kehilangan kewarganegaraan Indonesia, wajib melepaskan atau mengalihkan hak kepada pihak lain yang memenuhi syarat sebagai pemegang Hak Guna Usaha.
(3) Penerima peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan kembali haknya.

(4) Dalam hal Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, maka Hak Guna Usaha dimaksud hapus karena hukum menjadi Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Menteri.
(5) Dalam hal badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bubar, pihak pengelola aset badan hukum diberi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pembubaran untuk mengalihkan hak kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

(6) Hak Guna Usaha yang tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hapus karena hukum.

Pasal 25
(1) Hak Guna Usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak yang memenuhi syarat.

(2) Dalam hal Hak Guna Usaha beralih dan dialihkan kepada pihak yang tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak, terhadap pihak yang menerima peralihan berlaku ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan ayat (5).

(3) Hak Guna Usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Pasal 26
(1) Hak Guna Usaha diberikan dengan jangka waktu: 

a.
untuk perorangan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun; dan 

b.
untuk badan hukum paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun.
(2) Dalam hal memenuhi ketentuan dan persyaratan, Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang satu kali, yaitu:
a.
untuk perorangan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun; dan 

b.
untuk badan hukum paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun.
(3) Badan Usaha Milik Negara dapat diberikan  kekhususan dalam hal permohonan dan perpanjangan Hak Atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal tertentu, Menteri dapat memberikan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha paling lama 20 (dua puluh) tahun.
(5) Pemberian perpanjangan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. umur tanaman;
b. jenis investasi (jangka panjang atau pendek); dan/atau
c. daya tarik investasi. 
(6) Dalam hal Hak Guna Usaha diberikan atas Tanah Negara, maka pemegang hak wajib menyediakan Tanah untuk pekebun atau petani atau petambak plasma di sekitar atau yang berdekatan dengan lokasi Hak Guna Usaha, yang luasnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah yang diberikan dengan prinsip ekonomi berkeadilan.
(7) Dalam hal jangka waktu Hak Guna Usaha telah berakhir dan tidak diperpanjang atau jangka waktu perpanjangan telah berakhir maka:

a.
status Tanah menjadi Tanah yang dikuasai oleh Negara dengan status Hak Pengelolaan Kementerian; 

b.
hak keperdataan bekas pemegang Hak Atas Tanah menjadi hapus; dan

c.
pengaturan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah selanjutnya menjadi kewenangan Menteri.

(8) Tanah Hak Guna Usaha dapat digunakan untuk emplasemen, bangunan pabrik, gudang, tempat tinggal sementara karyawan, dan bangunan lainnya yang menunjang kegiatan usaha.

(9) Dalam hal pemegang Hak Guna Usaha menguasai fisik melebihi luasan pemberian haknya maka status tanahnya hapus dan menjadi Tanah yang dikuasai oleh Negara yang penggunaan dan pemanfaatannya diatur oleh Menteri.
Pasal 27
(1) Setiap Hak Guna Usaha yang diberikan kepada orang, badan hukum, atau kelompok badan hukum memiliki batasan luas.  

(2) Batasan luas Hak Guna Usaha yang diberikan untuk 1 (satu) badan hukum atau kelompok badan hukum yang saham mayoritasnya dikuasai oleh 1 (satu) orang/kelompok badan hukum atau badan hukum yang terafiliasi dalam kelompok badan hukum yang sahamnya dikuasai oleh 1 (satu) orang atau lebih, ditetapkan oleh Menteri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan luas diatur dengan Peraturan Presiden.
Paragraf 3

Hak Guna Bangunan

Pasal 28
(1) Hak Guna Bangunan merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas Tanah yang bukan miliknya sendiri.

(2) Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan:

a. keputusan pemberian hak jika tanahnya berasal dari Tanah Negara atau Tanah Hak Pengelolaan;

b. perjanjian pemberian hak jika tanahnya diberikan di atas Tanah Hak Milik;

c. perubahan hak karena penyesuaian rencana tata ruang.

(3) Dalam hal pendirian bangunan merupakan bagian dari keperluan pelaksanaan Hak Guna Usaha, terhadap penguasaan dan pemanfaatan Tanahnya tidak diperlukan pemberian Hak Guna Bangunan.
Pasal 29
(1) Hak Guna Bangunan dapat diberikan kepada:

a.
warga negara Indonesia; dan
b.
badan hukum Indonesia.
(2) Dalam hal pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan menjadi warga negara asing, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak kehilangan kewarganegaraan Indonesia, wajib melepaskan atau mengalihkan hak kepada pihak lain yang memenuhi syarat sebagai pemegang Hak Guna Bangunan.
(3) Dalam hal badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bubar, pihak pengelola aset badan hukum diberi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pembubaran badan hukum untuk mengalihkan hak kepada pihak lain yang memenuhi syarat.
(4) Hak Guna Bangunan yang tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), hapus karena hukum, menjadi Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 30
(1) Hak Guna Bangunan diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. 

(2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat memberikan perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
(3) Pemberian perpanjangan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. umur konstruksi;
b. jenis investasi (jangka panjang atau pendek); dan/atau
c. daya tarik investasi.
Pasal 31
(1) Setiap Hak Guna Bangunan yang diberikan kepada orang, badan hukum, atau kelompok badan hukum memiliki batasan luas.  

(2) Batasan luas Hak Guna Bangunan yang diberikan untuk 1 (satu) badan hukum atau kelompok badan hukum yang saham mayoritasnya dikuasai oleh 1 (satu) orang/kelompok badan hukum atau badan hukum yang terafiliasi dalam kelompok badan hukum yang sahamnya dikuasai oleh 1 (satu) orang atau lebih, ditetapkan oleh Menteri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan luas diatur dengan Peraturan Presiden.
Pasal 32
(1) Hak Guna Bangunan yang diberikan di atas Tanah yang dikuasai oleh negara dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

(2) Hak Guna Bangunan yang diberikan di atas Tanah Hak Milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan apabila diperjanjikan dengan dan/atau disetujui oleh pemilik tanahnya.

Paragraf 4

Hak Pakai

Pasal 33
(1) Hak Pakai terdiri dari:

a. Hak Pakai dengan jangka waktu; dan

b. Hak Pakai selama digunakan.

(2) Hak Pakai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Hak Atas Tanah dengan jangka waktu tertentu yang diberikan untuk Tanah dan/atau pemegang hak yang tidak dapat diberikan dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan.
(3) Hak Pakai selama digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai fungsi dan tujuan pemberian haknya.
Pasal 34
(1) Hak Pakai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dapat diberikan kepada:

a. warga negara Indonesia;

b. warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia;

c. badan hukum Indonesia; dan

d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.
(2) Hak Pakai untuk warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan untuk tempat tinggal atau hunian, berupa rumah tunggal.

(3) Ketentuan warga negara asing yang dapat mempunyai Hak Pakai atas Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(4) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Pakai dengan jangka waktu, adalah Tanah di atas:

a.
Tanah Negara;

b.
Tanah Hak Pengelolaan; dan

c.
Tanah Hak Milik.

(5) Hak Pakai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a digunakan untuk:

a. mendirikan bangunan diberikan dengan luas paling sedikit sesuai dengan kebutuhannya dan paling banyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. kegiatan usaha pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pergaraman yang berdasar pada penggunaan Tanah.
(6) Hak Pakai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a diberikan dengan:

a. keputusan pemberian hak jika tanahnya berasal dari Tanah negara;

b. perjanjian pemberian hak jika berada di atas Tanah Hak Milik, dan selanjutnya diterbitkan keputusan pemberian hak atas tanahnya;

c. persetujuan tertulis dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat jika Tanahnya berada di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat; dan
d. persetujuan tertulis dari pemegang Tanah Hak Pengelolaan dalam hal tanahnya merupakan Tanah Hak Pengelolaan.

(7) Pemberian Hak Pakai dengan jangka waktu untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus memenuhi syarat kepemilikan modal yang besarannya setara dengan luas Tanah yang dimohon.

Pasal 35
(1) Hak Pakai dengan jangka waktu diberikan selama jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat memberikan perpanjangan Hak Pakai dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.
(3) Pemberian perpanjangan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
a. umur tanaman;
b. umur konstruksi;
c. jenis investasi (jangka panjang atau pendek); dan/atau
d. daya tarik investasi.
Pasal 36
(1) Hak Pakai selama digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b diberikan kepada:

a. instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

b.
perwakilan negara asing dan lembaga internasional; atau

c.
badan keagamaan dan sosial.

(2) Hak Pakai selama digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemegang hak dalam rangka pelayanan publik.
(3) Hak Pakai selama digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilepaskan dan dialihkan dengan cara tukar bangun atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Pakai dengan jangka waktu dan Hak Pakai selama digunakan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 5

Perpanjangan Hak Atas Tanah

Pasal 37
(1) Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai dapat diperpanjang atas permohonan pemegang hak.

(2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 5 (lima) tahun sebelum jangka waktu hak atas tanahnya berakhir.

(3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal:
a. masih sesuai dengan rencana tata ruang; 

b. penggunaan dan pemanfaatan Tanah masih sesuai dengan tujuan pemberian hak; dan 
c. memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal jangka waktu perpanjangan Hak Atas Tanah telah berakhir, status Tanah kembali menjadi Tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan pengaturan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah selanjutnya menjadi kewenangan Menteri.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga

Hak Milik Sarusun

Pasal 38
(1) Hak Milik Sarusun dapat diberikan kepada:

a.
warga negara Indonesia;

b.
badan hukum Indonesia;

c.
warga negara asing yang mempunyai izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.
badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; dan

e.
perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia
(2) Rumah susun dapat dibangun di atas Tanah:

a.
Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Tanah Hak Milik;

b.
Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Tanah Negara; atau


c.
Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Tanah Hak Pengelolaan.

(3) Hak Milik Sarusun dapat beralih atau dialihkan dan dijaminkan. 
(4) Hak Milik Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijaminkan dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pemberian Hak Guna Bangunan bagi rumah susun dapat diberikan sekaligus dengan perpanjangan haknya, setelah mendapat sertifikat laik fungsi.
Bagian Keempat

Penggunaan Ruang di Atas Tanah dan Ruang di Bawah Tanah

Pasal 39
(1) Tanah yang berada pada ruang atas dan/atau bawah Tanah dapat diberikan Hak Atas Tanah.
(2) Batas kepemilikan Tanah pada ruang atas Tanah oleh pemegang hak atas tanahnya diberikan sesuai dengan koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan rencana tata ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Batas kepemilikan Tanah pada ruang bawah Tanah oleh pemegang hak atas tanahnya diberikan sesuai dengan batas kedalaman pemanfaatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(4) Penggunaan dan pemanfaatan Tanah pada ruang atas dan/atau bawah Tanah oleh pemegang hak yang berbeda, dapat diberikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.
(5) Pemberian Hak Atas Tanah yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hak penggunaannya berupa:
a. Hak Guna Bangunan pada ruang bawah Tanah; atau

b. Hak Pakai pada ruang bawah Tanah.

(6) Kewenangan dari masing-masing hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku mutatis-mutandis dengan kewenangan yang terdapat dalam Hak Atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Hak Atas Tanah yang diberikan pada ruang di bawah Tanah dikecualikan untuk kegiatan usaha bidang minyak dan gas, mineral, dan batubara serta energi baru terbarukan. 

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Tanah pada ruang atas Tanah dan/atau ruang di bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Presiden
Bagian Kelima

Peralihan Hak Atas Tanah
Pasal 40
(1) Hak Atas Tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak yang memenuhi syarat.
(2) Dalam hal peralihan Hak Atas Tanah kepada penerima hak yang tidak memenuhi syarat sebagai pemegang Hak Atas Tanah dan/atau tidak sesuai peruntukan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, penerima hak wajib mengalihkan haknya kepada perorangan atau badan hukum yang memenuhi syarat sebagai pemegang Hak Atas Tanah atau menyesuaikan dengan jenis Hak Atas Tanah yang sesuai dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak memperoleh hak atas tanah.

(3) Dalam hal penerima hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan menjadi warga negara asing, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak kehilangan kewarganegaraan Indonesia, wajib melepaskan atau mengalihkan hak kepada pihak lain yang memenuhi syarat sebagai pemegang Hak Atas Tanah.
(4) Penerima peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mendaftarkan kembali haknya.

(5) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) Hak Atas Tanah tidak dialihkan atau disesuaikan, maka karena hukum menjadi Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Menteri.

(6) Pewarisan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima hak selain yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan jika penerima warisan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak memperoleh Hak Milik menjadi warga negara Indonesia atau mengalihkan hak kepada perseorangan, atau badan hukum yang memenuhi syarat sebagai pemegang Hak Milik.

(7) Hak Milik akan hapus dan Tanah kembali dalam penguasaan negara jika penerima warisan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
Bagian Keenam

Hapusnya Hak Atas Tanah

Pasal 41
(1) Hak Atas Tanah hapus karena:

a.
jangka waktunya berakhir bagi Hak Atas Tanah dengan jangka waktu tertentu
b.
dibatalkan oleh Pemerintah;

c.
dilepaskan oleh pemegang hak;

d.
dicabut untuk kepentingan umum;
e.
diterlantarkan oleh pemegang haknya;

f.
tanahnya musnah; atau
g.
melanggar ketentuan sebagai subyek Hak Atas Tanah.
(2) Hapusnya Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g mengakibatkan Tanahnya jatuh kepada negara berikut hak atas bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan  dengan Tanah yang ada di atasnya. 
(3) Hapusnya hak karena dibatalkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, karena:

a.
cacat administrasi;
b.
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang amar putusannya membatalkan Hak Atas Tanah atau serupa dengan itu; atau

c.
rechtsverwerking.
(4) Dalam hal Tanah yang dibatalkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan   aset Negara, pembatalannya tetap dilaksanakan dan untuk pemberian haknya harus melalui penghapusan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Hapusnya Hak Atas Tanah karena dicabut untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Hapusnya Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang tanahnya berasal dari Tanah Negara maka statusnya kembali kepada keadaan hak semula terhitung sejak berakhirnya hak.
(7) Peruntukan Tanah yang haknya hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Ketujuh

Hak Pengelolaan

Pasal 42
 (1)
Sebagian kewenangan Hak Menguasai dari Negara berupa Tanah dapat diberikan Hak Pengelolaan kepada:
a. instansi Pemerintah;

b. Pemerintah Daerah;

c. Lembaga Pengelolaan Tanah;

d. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara/Daerah; atau

e. Badan Hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah.
(2)
Hak  Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan untuk:

a. menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah sesuai dengan rencana tata ruang; 

b. menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian Tanah Hak Pengelolaan untuk digunakan sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga;

c. menentukan tarif dan menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan dari pihak ketiga sesuai dengan perjanjian.
(3)
Pemberian Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas Tanah Negara dengan keputusan pemberian hak di atas Tanah Negara.
(4)
Penentuan tarif dan menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disesuaikan dengan tujuan dari pemanfaatan untuk: 

a. kepentingan umum;

b. kepentingan sosial;

c. kepentingan pembangunan; dan/atau

d. pemerataan ekonomi. 

(5)
Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat mengambil kebijakan terkait Hak Pengelolaan.

(6)
Hak Pengelolaan dapat dilepaskan kepada pihak yang memenuhi syarat.

Pasal 43
(1) Penyerahan pemanfaatan bagian Tanah Hak Pengelolaan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b dilakukan dengan perjanjian pemanfaatan Tanah.

(2) Di atas Tanah Hak  Pengelolaan yang pemanfaatannya diserahkan kepada pihak ketiga baik sebagian atau seluruhnya, dapat diberikan di atasnya dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan/atau Hak Pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam keadaan tertentu, pemegang Hak Pengelolaan dapat memberikan rekomendasi pemberian Hak Atas Tanah pertama kali dan perpanjangan diberikan sekaligus atas persetujuan Menteri.
(4) Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai di atas Tanah Hak Pengelolaan dapat beralih, dialihkan, dan/atau dibebani hak tanggungan dengan persetujuan pemegang Hak Pengelolaan.

(5) Dalam hal terjadi peralihan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai karena eksekusi, pailit atau lelang maka tidak mengakibatkan hapusnya Hak Pengelolaan.
(6) Dalam hal Hak Atas Tanah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b akan dialihkan atau dibebani hak tanggungan, termasuk perpanjangan hak atas tanahnya, pemegang Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan harus memperoleh persetujuan tertulis dari pemegang Hak Pengelolaan.

(7) Persetujuan tertulis dari Pemegang Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperlukan dalam hal pengalihan hak dilakukan dengan cara lelang eksekusi atas perintah pengadilan atau lelang eksekusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(8) Dalam hal Hak Atas Tanah yang berada di atas Hak Pengelolaan telah berakhir, maka tanahnya kembali menjadi Tanah Hak Pengelolaan.

Pasal 44
(1) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat membatalkan dan/atau mencabut Hak Pengelolaan sebagian atau seluruhnya. 
(2) Tata cara pembatalan Hak Pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan. 

Pasal 45
(1) Dalam hal bagian bidang Tanah Hak Pengelolaan diberikan dengan Hak Milik, bagian bidang Tanah Hak Pengelolaan tersebut hapus dengan sendirinya.

(2) Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan untuk keperluan rumah umum dan keperluan transmigrasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanah Hak Pengelolaan diatur dalam Peraturan Pemerintah. 
BAB IV

PENDAFTARAN TANAH

Bagian Kesatu

Prinsip Pendaftaran Tanah

Pasal 46
(1) Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia diselenggarakan oleh Pemerintah.

(2) Pendaftaran Tanah oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat.
(3) Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap:

a. 
Tanah Negara yang dikuasai oleh orang perorangan atau badan hukum;
b. 
Tanah Ulayat atau yang sejenis dengan itu, yang dikuasai oleh kesatuan masyarakat hukum adat; dan
c. 
Tanah yang dimiliki dengan sesuatu hak atas tanah, oleh orang perorangan atau badan hukum.
(4) Selain Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, hak lainnya yang berkaitan dengan Tanah harus didaftar.
(5) Pendanaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pendanaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari dana peran serta masyarakat.
(7) Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan menyediakan informasi Pertanahan berbasis bidang Tanah.

(8) Masyarakat berhak mendapatkan informasi publik mengenai data Pertanahan kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9) Informasi publik mengenai data Pertanahan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) antara lain: 
a. daftar nama pemilik Hak Atas Tanah; dan
b. warkah.
(10) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diberikan kepada pemegang hak dan penegak hukum dalam pelaksanaan tugasnya atau pihak yang diberikan kewenangan oleh undang-undang.
(11) Perubahan terhadap informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan oleh Menteri.
Bagian Kedua

Objek Pendaftaran Tanah

Pasal 47
Objek Pendaftaran Tanah meliputi semua bidang Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Bagian Ketiga

Kegiatan Pendaftaran Tanah

Pasal 48
(1) Pendaftaran Tanah meliputi:

a. pengukuran, pemetaan, dan pembukuan Tanah; 

b. pendaftaran Hak Atas Tanah dan peralihan hak; dan/atau

c. penerbitan tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
(2) Proses Pendaftaran Tanah yang berupa Tanah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat berupa Tanah Ulayat atau sejenisnya, hanya dilakukan dalam bentuk pengukuran dan/atau pemetaan. 
(3) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat dibatalkan dan merupakan alat pembuktian yang mutlak:

a. Pendaftaran Tanah di suatu wilayah dinyatakan lengkap oleh Menteri; 

b. setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diumumkan.

(4) Pendaftaran Tanah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah secara bertahap desa demi desa atau kelurahan demi kelurahan atau yang disebut dengan nama lain, setiap kabupaten/kota melalui Penetapan Menteri.

Pasal 49
(1) Pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dilakukan untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik.
(2) Pembukuan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data fisik dan data yuridis.
Pasal 50
(1) Kebenaran materiil dan Keabsahan dokumen Pertanahan merupakan tanggung jawab pemohon.
(2) Pelaksana Pendaftaran Tanah bertanggung jawab atas kebenaran formal dan wajib memelihara dokumen Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 51
(1) Pendaftaran Hak Atas Tanah dilakukan terhadap Hak Atas Tanah baru dan Hak Lama.

(2) Pendaftaran Hak Atas Tanah Lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan.

(3) Dalam hal tidak tersedia secara lengkap alat bukti tertulis, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang Tanah selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulunya, dengan syarat:
a.
penguasaan dilakukan dengan itikad baik dan terbuka oleh yang berhak atas Tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; dan

b.
tidak ada keberatan dari Masyarakat Hukum Adat, kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain, atau pihak lain atas penguasaan Tanah baik sebelum maupun selama pengumuman berlangsung.
Pasal 52
Pendaftaran Tanah merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai lahirnya, hapusnya, serta sahnya peralihan, dan pembebanan hak tersebut.
Pasal 53
(1) Hasil Pendaftaran Tanah yang diterbitkan berdasarkan dokumen yang dinyatakan palsu oleh pejabat yang berwenang, batal karena hukum.

(2) Tata cara pembatalan Hak Atas Tanah yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 54
(1) Pemeliharaan data Pendaftaran Tanah meliputi pendaftaran peralihan dan pembebanan hak, serta pendaftaran perubahan data Pendaftaran Tanah lainnya.

(2) Setiap kegiatan pemeliharaan data Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftar.

Pasal 55
(1) Secara bertahap kegiatan Pendaftaran Tanah dan penandatanganan tanda bukti hak oleh pejabat yang berwenang dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dokumen elektronik Pertanahan berupa tanda bukti hak, surat keputusan, peta, daftar umum atau lainnya yang merupakan hasil kegiatan Pertanahan berlaku sebagai alat pembuktian yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Alat pembuktian yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk akta elektronik dalam transaksi Pertanahan. 
(4) Proses penerbitan hak tanggungan dalam pelayanan elektronik dapat dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
(5) Dokumen elektronik Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan yaitu dapat dijamin keautentikan, keutuhan, dan perubahan informasi serta setelah data divalidasi harus dapat diverifikasi.
(6) Bidang Tanah yang telah didaftarkan diberikan nomor identifikasi bidang Tanah yang terintegrasi dengan nomor identitas pemegang hak. 
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran Tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 56
Penggunaan dokumen elektronik Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) tidak menghilangkan kekuatan hukum dokumen Pertanahan sebagai alat pembuktian yang sah. 
Pasal 57
Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 56 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB V

SISTEM INFORMASI PERTANAHAN, KAWASAN, DAN WILAYAH TERPADU

Pasal 58
(1) Dalam rangka pengintegrasian data Tanah dengan data kawasan dan wilayah, dibentuk Sistem Informasi Pertanahan, Kawasan, dan Wilayah Terpadu.

(2) Sistem Informasi Pertanahan, Kawasan, dan Wilayah Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem yang menghimpun secara daring basis data batas hak, batas perizinan dan batas kawasan, batas wilayah serta batas administrasi wilayah.

(3) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. basis data Pertanahan yang meliputi setiap Tanah Negara, Tanah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, dan Tanah yang dilekati Hak termasuk Hak Pengelolaan; dan
b. basis data kawasan dan wilayah yang meliputi:
1. 
batas kawasan hutan dan kawasan hutan yang diberi izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.

2. 
lahan yang diberi izin penggunaan, pengelolaan, atau pengusahaan; dan 

3. 
wilayah yang diberi izin lokasi, penggunaan, pengelolaan, atau pengusahaan.
Pasal 59
(1) Basis data Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a bersumber dari sistem informasi Pertanahan yang dikelola oleh Kementerian.
(2) Basis data kawasan atau wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b bersumber dari sistem informasi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
(3) Basis data kawasan dan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b termasuk data kawasan atau wilayah yang menjadi kewenangan atau yang diberi izin oleh Pemerintah Daerah.
(4) Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka membangun basis-data kawasan dan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pasal 60
(1) Pembangunan basis data berupa batas hak, batas perizinan dan batas kawasan serta batas administrasi wilayah diselesaikan oleh Kementerian terkait paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

(2) Pengintegrasian semua basis-data menjadi Sistem Informasi Pertanahan, kawasan, dan Wilayah Terpadu dilakukan oleh Kementerian paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak pembangunan basis data diselesaikan.
(3) Dalam hal pengintegrasian semua basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat ketidaksesuaian atau tumpang tindih antara basis data Pertanahan dengan basis data kawasan berupa lahan atau wilayah, diselesaikan oleh Menteri.
Pasal 61
(1) Dalam rangka pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), Menteri bersama dengan menteri teknis menetapkan standardisasi data yang meliputi paling kurang informasi dan peta digital tentang luas dan batas: Tanah atau hutan negara, Tanah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, hak atau perizinan, kawasan, wilayah serta administrasi wilayah.
(2) Standardisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang di bidang informasi geospasial.
Pasal 62
Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan, Kawasan, dan Wilayah Terpadu dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 63
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Sistem Informasi Pertanahan, Kawasan, dan Wilayah Terpadu diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI

REFORMA AGRARIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64
(1) Reforma Agraria meliputi penataan aset dan penataan akses.

(2) Penataan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan Tanah.

(3) Penataan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek Reforma Agraria, pengelolaan bersama dalam bentuk koperasi, atau bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan Tanah.

Bagian Kedua

Objek Reforma Agraria

Pasal 65
(1) Pemerintah menyediakan TORA.
(2) TORA berasal dari:

a. Tanah Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir;

b. Tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kehutanan sebagai sumber TORA;
c. Tanah Negara bekas Tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria;

d. Tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria;

e. Tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan yang telah dikembalikan kepada Pemerintah;

f. Tanah timbul;

g. Tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas Tanah, meliputi:
1) Tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan;

2) Tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Reforma Agraria;

3) sisa Tanah sumbangan Tanah untuk pembangunan dan Tanah pengganti biaya pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai TORA; atau

4) Tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat.

h. Tanah kelebihan maksimum, Tanah absentee, dan Tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi Tanah.
(3) Penetapan TORA dilakukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan ketersediaan Tanah untuk kepentingan masyarakat melalui Reforma Agraria.

(4) Penetapan TORA yang berasal dari Hak Guna Bangunan atau Hak Guna Bangunan yang merupakan kekayaan/milik negara dilakukan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
(5) Penetapan TORA yang berasal dari kawasan hutan dilakukan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
(6) Peruntukan dan penggunaan TORA dilaksanakan sesuai rencana tata ruang.

(7) Peruntukan dan penggunaan TORA dari kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan tujuan dengan permohonan TORA.
Bagian Ketiga

Penerima TORA

Pasal 66
(1) Penerima TORA terdiri dari:

a. perorangan;

b. kelompok masyarakat;

c. badan hukum yang dibentuk oleh Penerima TORA;

d. badan usaha milik desa; atau

e. bentuk lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2) Penerima TORA perorangan harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;

b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; 

c. miskin; dan
d. bertempat tinggal di wilayah TORA atau bersedia tinggal di wilayah TORA.

(3) Penerima TORA badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. berkedudukan di Indonesia;

b. kegiatan usahanya mengutamakan mensejahterakan anggota; dan

c. berdomisili di wilayah TORA.
(4) Penerima TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima TORA untuk pertanian atau nonpertanian.

(5) Penerima TORA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 67
Setiap penerima TORA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dikenai sanksi berupa teguran tertulis dan/atau hapusnya hak oleh Menteri.

Pasal 68
(1) Dalam rangka penyelenggaraan Reforma Agraria Pemerintah dapat membentuk gugus tugas.

(2) Ketentuan mengenai organisasi, tugas, dan susunan keanggotaan gugus tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 69
Penyelenggaraan Reforma Agraria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGADAAN TANAH DAN LEMBAGA PENGELOLAAN TANAH
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 70
(1) Untuk kepentingan pembangunan pemerintah dapat melakukan penyediaan, pematangan dan pendistribusian Tanah.
(2) Penyediaan, pematangan dan pendistribusian Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemerintah, pemerintah daerah, atau lembaga pengelolaan Tanah.

Bagian Kedua

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Pasal 71
(1) Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk investasi diatur dalam Peraturan Presiden.
Bagian Ketiga
Lembaga Pengelolaan Tanah

Pasal 72
(1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk Lembaga Pengelolaan Tanah. 

(2) Lembaga Pengelolaan Tanah merupakan badan hukum khusus yang mengelola Tanah dan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari keuangan Negara.
(3) Lembaga Pengelolaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai bank Tanah yang melakukan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pendistribusian Tanah.
Pasal 73
Lembaga Pengelolaan Tanah menjamin ketersediaan Tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, untuk:

a. 
kepentingan umum;

b.
kepentingan sosial;

c.
kepentingan pembangunan;

d. 
pemerataan ekonomi;

e.   konsolidasi lahan; dan

f.    Reforma Agraria dan keadilan Pertanahan.

Pasal 74
Lembaga Pengelolaan Tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat transparan, akuntabel, dan nonprofit.
Pasal 75
Sumber kekayaan Lembaga Pengelolaan Tanah dapat berasal dari:

a. pendapatan sendiri;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c. penyertaan modal negara;
d. akumulasi modal; dan/atau

e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76
Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Pengelolaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Penyediaan Tanah untuk Keperluan Keagamaan dan Sosial

Pasal 77
(1) Tanah untuk keperluan keagamaan dan sosial dapat berasal dari:

a. Tanah Negara; atau

b. Tanah hak.
(2) Perolehan Tanah untuk keperluan keagamaan dan sosial dapat dilakukan melalui:

a. perwakafan atau lembaga yang sejenis; 

b. hibah; 

c. penetapan pemerintah; dan 

d. perbuatan hukum lainnya.

(3) Badan keagamaan dan badan sosial dapat diberikan dengan Hak Milik atau Hak Pakai sepanjang tanahnya dipergunakan untuk keperluan keagamaan dan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Tanah untuk keperluan keagamaan dan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 78
(1) Perwakafan Tanah dan lembaga yang sejenis menurut ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia, dilindungi keberadaannya.

(2) Tata cara perwakafan dan lembaga yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN

DAN PEMBENTUKAN PENGADILAN PERTANAHAN
Bagian Kesatu

Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Pasal 79
(1) Penyelesaian sengketa Pertanahan mengutamakan musyawarah untuk mufakat melalui mediasi di antara para pihak.

(2) Dalam hal penyelesaian sengketa Pertanahan melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.

(3) Tata cara mediasi Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 80
(1) Penyelesaian sengketa melalui mediasi dibuktikan dengan akta perdamaian di hadapan pejabat yang berwenang. 

(2) Akta perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didaftarkan di pengadilan setempat guna mendapatkan putusan perdamaian untuk memperoleh kekuatan eksekutorial.

Bagian Kedua

Pembentukan Pengadilan Pertanahan

Pasal 81
(1) Sengketa Pertanahan diselesaikan melalui Pengadilan Pertanahan.
(2) Pengadilan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan perkara Pertanahan yang meliputi perkara perdata, tata usaha negara, dan pidana Pertanahan.

(3) Pengadilan Pertanahan dibentuk oleh Mahkamah Agung paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.

BAB IX

PENATAAN DAN PENGENDALIAN PERTANAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 82
(1) Pemerintah melakukan penataan dan pengendalian Pertanahan terhadap penggunaan dan pemanfaatan Tanah.

(2) Pemerintah dapat memberikan insentif dan disinsentif dalam rangka penataan dan pengendalian Pertanahan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Pertanahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua

Penataan Pertanahan

Pasal 83
(1) Penataan Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dilaksanakan kegiatan meliputi:

a. inventarisasi, pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah;

b. penentuan batas maksimum; 

c. penguasaan dan pemilikan Tanah; 

d. redistribusi Tanah; 

e. penyelenggaraan Penatagunaan Tanah; dan
f. pelaksanaan konsolidasi Tanah. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

Bagian Ketiga

Pengendalian Pertanahan

Pasal 84
(1) Pengendalian Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. pemantauan dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan Hak Atas Tanah; dan

b. penertiban dan pendayagunaan Tanah terlantar.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan evaluasi penggunaan dan pemanfaatan Hak Atas Tanah diatur dengan Peraturan Menteri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban dan pendayagunaan Tanah terlantar diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB X

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 85
(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Kementerian diberi wewenang khusus sebagai PPNS di bidang Pertanahan.
(3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. 
melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Pertanahan;

b.
melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Pertanahan;

c.
meminta keterangan dan pengumpulan bahan bukti sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Pertanahan;

d.
melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Pertanahan;

e.   meminta bantuan keterangan ahli;

f. 
berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam melakukan pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, dan penyegelan terhadap tempat dan/atau barang bukti yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Pertanahan; dan
g.   berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam melaksanakan penangkapan dan penahanan.
(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
(5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPNS diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB XI
PROFESI MITRA KERJA

Pasal 86
(1) Profesi mitra kerja meliputi pejabat pembuat akta tanah dan pejabat profesi lainnya.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat pembuat akta tanah dan pejabat profesi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XII
       KETENTUAN PIDANA

Pasal 87
Setiap orang yang dengan sengaja menghilangkan atau merusak dokumen Pertanahan yang menjadi bukti penerbitan Hak Atas Tanah dan tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dikenai pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 88
(1) Setiap orang yang menggunakan dan memanfaatkan Tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2,5 (dua setengah) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerugian terhadap orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh tahun) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
Pasal 89
(1)
Setiap orang yang melakukan alih fungsi Tanah pertanian pangan berkelanjutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(2)
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sekitar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Pasal 90
(1)
Setiap orang sebagai Pemegang Hak Atas Tanah atau dasar penguasaan yang dengan sengaja menutup akses atau tidak memberikan akses lain kepada masyarakat di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

(2)
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sekitar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
Pasal 91
Setiap orang yang menghalangi petugas dan/atau aparatur penegak hukum yang melaksanakan tugas pada bidang Tanah miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c atau orang suruhannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 92
(1)
Setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan memanfaatkan Hak Atas Tanah secara spekulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

(2)
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerugian terhadap masyarakat sekitar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
Pasal 93
(1)
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau memalsukan keabsahan atau kebenaran materiil dokumen Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), diancam dengan pidana penjara  paling lama  5   (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
 (2)
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerugian terhadap orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh tahun) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)

Pasal 94
(1) Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama yang dengan sengaja membuat, mengedarkan dan/atau menggunakan alas hak atau sertipikat Tanah palsu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerugian terhadap orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 95
(1)
Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama yang melakukan dan/atau membantu melakukan permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik Pertanahan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah).
(2)
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerugian terhadap orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh tahun) tahun dan denda paling banyak Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 96
(1)
Tanah dan/atau bangunan yang berasal dari badan khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan dan kekayaan negara tertentu yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang hak atas tanahnya sudah berakhir tetap berada dalam penguasaan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(2)
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat mengalihkan Tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

(3)
Dalam hal Tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan dan dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga Pemerintah nonkementerian, penggunaan dan pemanfaatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara.

(4)
Terhadap Pihak yang menerima peralihan Hak Atas Tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Hak Atas Tanah melalui permohonan hak berdasarkan bukti peralihan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pertanahan.

(5)
Dalam hal status Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (4) masih terdapat permasalahan dan Tanah barang milik negara yang belum dilekati hak, diberikan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk penyelesaiannya terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

(6)
Setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berakhir masih terdapat permasalahan dan Tanah barang milik negara yang belum dilekati hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka tanahnya menjadi Tanah Negara yang penguasaannya berada pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
Pasal 97
(1) Setiap pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh aparatur sipil Negara dalam pelaksanaan pelayanan Pertanahan dan tata ruang dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak dalam pelaksanaan pelayanan Pertanahan dan tata ruang yang bersifat pidana dikenai sanksi pidana sesuai kitab undang-undang hukum pidana.
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98
(1) Semua bekas Tanah hak barat dan bekas Tanah swapraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, Pasal III, Pasal IV, Pasal V, dan Pasal VI ketentuan-ketentuan konversi dan bagian keempat huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Bagian Keempat, hapus karena hukum sejak tanggal 24 September 1980, dan tidak dapat dijadikan sebagai alas hak dalam Pendaftaran Tanah.
(2) Tanah objek penguasaan benda-benda tetap milik Perseorangan warga negara Belanda (P3MB) dan badan hukum milik Belanda sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3/Prp/1960 dan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Presidum Dwikora Nomor 5/Prk/1965, selain dapat dibeli oleh warga negara Indonesia juga dapat dibeli oleh badan hukum Indonesia.

(3) Dalam hal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terdaftar dan diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya, maka sertipikat dimaksud tetap berlaku sebagai alat pembuktian yang sah dan kuat. 
(4) Dalam hal Tanah dengan bukti hak lama sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria belum terdaftar maka penetapan haknya dilakukan melalui pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Pasal 99
Pemegang Hak Guna Usaha yang belum menyediakan 20% Tanah untuk pekebun, petani, atau petambak plasma di sekitar atau yang berdekatan dengan lokasi Hak Guna Usaha pada saat pemberian hak, pemenuhannya dilakukan pada saat perpanjangan hak.

Pasal 100
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemegang Hak Atas Tanah yang memiliki Tanah melebihi batas maksimum, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan kelebihan atas tanahnya kepada Negara atau dikenakan pajak atas kelebihan Tanah dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101
(1) Tanah Bekas Milik adat didaftarkan sejak berlakunya Undang-Undang ini dengan syarat bidang Tanah harus dikuasai secara fisik.

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tanah bekas milik adat tidak didaftarkan maka perolehan hak miliknya dilakukan melalui proses pemberian Hak Atas Tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

(3) Tanah bekas milik adat yang tidak dikuasai secara fisik dan tidak didaftarkan oleh masyarakat hukum adat sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Tanah Negara.
Pasal 102
Dalam hal pemegang Hak Guna Usaha telah menguasai fisik Tanah melebihi luasan pemberian Hak Guna Usaha dan/atau Tanah yang diusahakan belum memperoleh Hak Atas Tanah, status Hak Guna Usaha ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 103
Bidang Tanah yang berasal dari Tanah Ulayat sebelum berlakunya Undang-Undang ini sudah dipunyai oleh pemegang hak dengan Hak Atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau sudah diperoleh menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku, tetap diakui berdasarkan Undang-Undang ini. 
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 105
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di bidang Pertanahan dan peraturan pelaksanaannya yang telah ada, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Pasal 106
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 5252), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 107
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta 

pada tanggal 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

          ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal ….
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  

ttd.
YASONNA M LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …
